BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR g5 TAHUN 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kapuas
Hulu Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
pada pasal 2 ayat 3 yang berbunyi Tidak termasuk
objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang
nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000,-
(lima juta rupiah) perbulan menjadi Rp1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur
Pemungutan Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentag Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal |
Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di
Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan
restoran dengan pembayaran.

(2) Pelayanan yang disediakan retoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau



R

minuman yang dikomsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi
ditempat pelayanan maupun ditempat lain, termasuk katering
dan jasa boga.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai
penjualannya tidak melebihi Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan
Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Cktober 2017
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A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 Oktober 2017

KABUPATEN KAPUAS HULU

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 65



